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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 20 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERIAN JASA PUBLIKASI SEBAGAI KOMPENSASI PENULISAN BERITA 

KEPADA MITRA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menyebarluaskan dan menyampaikan 

informasi atas kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam 

bentuk berita pada media massa serta guna menciptakan 

komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Probolinggo 

dengan masyarakat, dipandang perlu mengikutsertakan 

Wartawan dalam mempublikasikan informasi; 

b.  bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dipandang perlu menetapkan Pemberian Jasa Publikasi 

Sebagai Kompensasi Penulisan Berita Kepada Mitra Pemerintah 

Kota Probolinggo Tahun 2019 dengan Peraturan  Walikota 

Probolinggo; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi          

Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3887); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 

Nomor 7); 
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13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80); 

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang 

Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2018 Nomor 163); 

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 

Nomor 172); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PUBLIKASI 

SEBAGAI KOMPENSASI PENULISAN BERITA KEPADA MITRA 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019. 

 

Pasal 1 

Dalam rangka menyebarluaskan dan/atau menyampaikan informasi atas kebijakan 

Pemerintah Kota Probolinggo baik dalam bentuk berita melalui media cetak dan 

media eloktronik, perlu mengikut sertakan wartawan sebagai mitra Pemerintah Kota 

Probolinggo.  

 

Pasal 2 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk 

menyebarluaskan informasi dan menciptakan komunikasi yang baik dengan 

masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. Jumpa Pers Walikota/Press Release; dan/atau 

b. Inspeksi Mendadak dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya. 

 

Pasal 3 

Mitra Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan 

Jasa Publikasi sebagai kompensasi penulisan berita pada media massa baik yang 

berupa media cetak harian, media cetak mingguan (tabloid/majalah), media 

elektronik (on line, radio dan televisi) Tahun Anggaran 2019, dengan besaran 

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap penulisan satu berita. 
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Pasal 4 

Penetapan biaya Jasa Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pos 

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   22  Januari  2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       22  Januari  2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 20  

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 

 

 

 

 

 


